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Akan Diberi Sanksi,
Bila Masih Ada PNS
Pensiun Terima Gaji Full

PARIMO - Wakil Bupati
(Wabup) Parimo mengancam
akan memberikan sanksi keras
kepada pimpinan SKPD atau

pejabat Dinas Pendapatan
Pu)ulolenn Keuangan dan
Asct Daerah (PPKAD) bila
ditemukan masih ada PNS
yang sudah iun tapi masih
ayaknya PNS
asalnya selama ini
masih ada_beberapa pejabat
yang sudah dinyatakan
pensiun tapi masih menerima
a full termasuk
1. Akibatnya hal itu
temuan BPK yang
pada akhirnya ikut mem-
berikan  kontribusi yang
menyebabkan Kabupaten

s

Parimo kembali mendapat
penilaian disclaimer. Ancaman
itu disampaikan Wabup saat
memimpin rapat koordinasi
dan evaluasi dengan para
pimpinan SKPD terkait dis-
claimer di aula lantai 11 kantor
Bupati Parimo, Jumat (10/6).

“Jika pada tanggal 1 Juli
mendatang masih ada pejabat
yang sudah pensiun masih
menerima gaji secara full
layaknya PNS yang masih
aktif, saya akan memberikan
sanksi berat kepada pimpinan
SKPD-nya, pejabat di Dinas
PPKAD dan bendahara yang
membayarkan gaji tersebut™
tegas Samsurizal.

Dia mengatakan, seharusnya
pejabat yang sudah memasuki
masa pensiun sudah dihapus
dari daftar gaji agar pihak
bendahara  tidak  lagi
membayarkan gaji yang
bersangkutan. Karenanya dia

berharap adanya koordinasi
antara SKPD, BKD dan Dinas
PPKAD agar hal semacam itu
tidak terulang lagi. Samsurizal
juga meminta SKPD maupun
pejabat secara personal yang
belum mempertanggung-
jawabkan atau mengganti
keuangan negara yang juga
menjadi temuan BPK agar
segera mengembalikan keua-
ngan negara tersebut paling
lambat 60 hari sesuai deadline
waktu yang diberikan BPK.
“Saya minta segera lunasi
semua tunggakan yang menjadi
temuan BPK tersebut sebelum
batas waktu 60 hari yang
ditetapkan ~ BKP,”  ujar
Samsurizal sambil membacakan
nama-nama SKPD maupun
pejabat yang menunggak akibat
kelebihan bayar atau belum
mempertanggungjawabkan
keuangan negara  yang
digunakannya.(aji)










